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 pelapor-dugaan-korupsi-pembangunan-asrama-uin, diakses pada tanggal 25 

 Maret 2023. 
 

Nawacita Post, “Penggiat anti korupsi Kepri Kawal Laporan Bupati Natuna di Kajati”, 

 https://nawacitapost.com/nasional/daerah/2022/03/11/penggiat-anti-korupsi-
 kepri-kawal-laporan-bupati-natuna-di-kajati/, diakses pada tanggal 22 maret 

 2023. 
 

Tempo.CO, “Relawan Jokowi akan cabut Laporan Terhadap Ubedillah badrun di Polda 

 Metro Jaya”, https://nasional.tempo.co/read/1625351/relawan-jokowi-akan-

 cabut-laporan-terhadap-ubedilah-badrun-di-polda-metro-jaya, diakses pada 

 tanggal 22 maret 2023 
 

Transparency International, “The Global Coalition Against Corruption, Corruption 

 Preception Index 2021”, https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn, 

 Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022. 
 

Ulasan.co, “Bupati Natuna Wan Siswandi laporkan Warganya ke Polda Kepulauan 

 Riau”, https://ulasan.co/bupati-natuna-wan-siswandi-laporkan-warganya-ke-

 polda-kepri/, diakses pada tanggal 22 maret 2023. 
 

United Nations Convention Against Corruption, “Cooperation with law enforcement 

 authorities”,https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Agai
 nst_Corruption.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2023. 
 

F. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana. 
 

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

 Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981). 
 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

 Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) Juncto Undang-

 Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
 Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

 dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

 Nomor 3851). 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

 Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635). Juncto Undang-Undang 

 Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293). 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuan Peraturan Perundang-

 undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

 Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 

Peraturan bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa 

 Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga 

 Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia nomor : M.HH-

 11.HM.03.02.th.2011, nomor : PER-045/A/JA/12/2011, nomor : 1 Tahun 2011, 

 nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, nomor : 4 Tahun 2011 tentang perlindungan 

 bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. 
 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi 

 pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama 

 (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
 

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 

 Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia nomor: SPJ-

 97/01-55/03/2017, nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, nomor: B/27/III/2017 
 tentang kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 

 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

 Pembentukan Peraturan Kepolisian. 
 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

 Penyidikan Tindak Pidana. 
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